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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 52 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 53 

TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 

ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai persyaratan 

penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD harus 

diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana 

Desa; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

Anggaran 2019 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Kementerian Keuangan RI terdapat beberapa 

Pasal yang harus diubah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 193 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara 

SALINAN 
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Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor      4880); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1341); 

 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1884); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1838); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

4 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

Nomor  4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi   

Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2018 Nomor 57); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 53 

TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 

2019 

  

 

 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut : 
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1.  Ketentuan Pasal 2  diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

  Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun Anggaran 2019,  dialokasikan secara 

merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi formula. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2)  diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

  (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

AA Desa = (0,03 x DD) / {(12 x DST) + (1 x DT)} 

Keterangan: 

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 

DD = Pagu Dana Desa Nasional 

DST = Jumlah Desa Sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi. 

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi. 
 

 
 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1)  dan ayat (2) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

  (1) Penyaluran D   ana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 

dipenuhi. 
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4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

  (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana 

Desa yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2019. 

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan 

Desa mengenai APBDesa. 

 

 
 

5. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

  (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah 

diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan Pencabutan Rekomendasi 

Penundaan  dari aparat pengawas fungsional 

daerah.  

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di 

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 

penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 

anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 

anggaran berjalan. 

  
Pasal II 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 26 September 2019 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 
 

 

                    ttd 
 
         H. M U R S I N I 

Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal  26 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 

 

               ttd 
 
H. DIANTO MAMPANINI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 N0M0R 52 
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